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KEruTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGI-INAN NASIONAL/

KIPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

NOMoR KEP. 2r /M.Pw/HK/03/2o1o
TENTANG

PEMBENTUKAN TTM KOORDINASI STRATEGIS PENGEMBANGAN STIJDI KXI"AYA(AN

-D,4 TA',4.'' PERATURAN PERUNDANG-T-INDANGAN

MENTERI NECARA
PERf, NCANAAN Pf, MBANGUNAN NASIONAL/

KEPALA BAPPENAS

bahwa unfuk meningkatkan kualitas peraturan l)erundanS-

undangan, perlu disusun suatu sistem database wtartl]an
pe",rndlng-,rndrrlgun yanS dapat mendukung upaya harmonisasi

dan sinkronisasi peraturan perundanS-undanSan;

bahwa berdasarkan periimbanSafl sebagaimana dimaksud dalam

huruf a, terlebih dahulu perlu dilakukan pengembaflSan studi

kelayakan database Wraturan pemndanS-undangan di Indonesia;

bahwa untflk melakukan keSiatan sebagairnana dimaksud dalam

huruf b, perlu membentuk Tim Koordinasi Strategis Pengembangan

Slttdi \Glay akan DatabaJe Peraturan PerundanS-Undangan;

bahwa pejabat dan pegawai yat13 t]3;tnatTya tercattum dalam

Lampiran Keputusan ini dianSSap numpu dan memenuhi

persyaratan untuk duduk dan melaksanakan ltr9 s &bagai 
^n88ot^

iim-roorrlinasi strateSis PenSembanSan Stndi Kelayak^a Database

Peraturan Peruhdang_Undangan;

UndanS-UndanS Nomor 47 Tahun 2009 tentang AnSSaran

fendapatan dan nelanja NeSara Tahwl Afl38arafl 2010 (lrmbaran

I..tegara Republik Indonesia Tahun 2OO9 Nomor 156, Tambahan

l-embaran Negara Repubtik lhdonesia Nomor 5075);

Keputusan Presiden Nomor 42 Tehvn 2OO2 lenl^M Pelaksanaafl

An&garan Pendapatan dan Belanja NeSara o'embaran NeSara

n"pibtik tndor"tia Tahun 2oo2 Nomor 73, Tambahan l€mbaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4212) sebaSaimafla telah beberapa

kaii diubai. terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahutl

2OO4 (rJmbzlr^n Negara Republik Indolesia Tahun 2004 Nomor 92'

Tambahan Lembarah NeSara Republik Indonesia Nomor 44 1 8) ;
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It Peraturan Presiden Nomor 47 Tahufl 2OO9 TentanS Pembentukan dan

organisasi Kementerian Negara;

ttraturan Presiden Nomor 82 "lahur. 2007 tentanS Badan

Perencanaan PembanSunan Nasional;

Peraturan Menteri Negara Perencanaan PembanSunan
Nasional/Kepala Radan Perenc^taan PembanSunah Nasional Nomor
PER.O04IM.PPN,/09/2O07 tenta[Z Pedoman Penyusunan Rencana

AnSgaran dan Biaya (RAB) Kegiatan di Kementerian NeSara

Per€ncanaan Pembangunan Nasional/Badan Per€ncanaan

Pembangunan Nasional sebaSaimana telah bebe$pa kali diubah,
terakhir denSan Peraturan Menteri NeSara Percncanaan

PembanSunan Nasional/Kepala Badan Petencar.aar Pemban8unan

Nasional Nomor PXR.0O3 / M.PPN / og / 2ooat

Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan

Nasional/Kepala Badan Peiencanaan Pembangunan Nasional Nomor
PER. 005/M.PPN/10 /2OO7 ter.l^ng Or8anisasi dan Tata Kerja

Kcmenterian Negara Perencanaan Pembaflguflan Nasional/Badan
Perencanaan Pembangunan Nasional;

MEMUTUSKAN:

KEruTUSAN MENIERI PERENCANAAN IEMBANGUNAN
NASIONAL,/IGPAT-A. BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
TENTANG PI,MBENTTJKAN TIM KOORDINASI STRATFT$
PENGEMBANGAN STUDI I(H^A.YAXAN DA1'ABASE PERATI'RAN

PERUNDANG.UNDANGAN.

Membentuk Tim Koordinasi StrateSis PenSembanSan Studi Kelayakan

Database Petatrrarr Pen ndanS-Unda[gan, untuk selanjutnya disebut Tim
Koordinasi Strategis PenSembang4il Database, der.gan sus,uaan

keanggotaan sebagaimana tercantum dalam tampiran Keputusan ini.

Tim Koordinasi SkateSis PenSembanSar Database ierdiri atas Tim
Pe[8arah, Tim Teknis, dan Tenaga Pendukung.

Tim Pengarah befiu3as memberikan at^han kebijakan, men8awasi,

membimbinS, dan memantau kemajuafl dah permasalahan dalam
p€laksanaan ketiatan peflgembanSan studi kelayakan database W$turan
perundanS-undanSan.

Tim 'Ieknis bertusas:

a. menetapkan jadwal kegialan dan men)'urun ttncana ke4a keSiatan
'Iim Koordinasi StrateSj.s Pe\gefiban$ t Database,

b. melakukan rcview terhadap berbaSai sistem databasc rP.xatural].

perundanS-undangan yang ada di Indonesia baik yanS dikelola oleh
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inst4flsi pemerintah maupun bukan instaasi pemerintah, baik di

tinSkat pusat maupun di tirlgk4t daerah;

c. melakukan inventarisasi berbagai kelemahan dan kelebihan setiap

sistem databav Waturan perundang'und angan yang dieiew,

d. nrenyusun dan nenSernbanSkan suatu rencana dan disain sistem

database rf'xatu:t^l perundang-undangan y^ng dapat mendukung

upaya harntonisasi dan sinkronisasi peraturan perundang-undangan;

e. menyusun laporan kegiatan Koordinasi strateSis PenSembanSan studi

Kelayak^n Datlba,e dan menyampaikannya kepada Menteri

PPN/Kepala Bappena-s m€lalui PenanSSunS Jawab Kegiatan'

'l enaSa PendukunS bertuSas:

a. membantu pelaksanaan tugas Tim Teknis;

b. melaksanakantugas-hr8askeseldetariatan.

SeSala biaya yang diperlukan dalam tangka pelaksana'r tuSas Tim

Koordinasi StrateSis PeflSemban8a^ Database dibebankan pada' An9Satan

Pendapatan dan Belar.ja NeSara Kementeriah PPN/Bappenas Tahun

Ar€f,aMA ZO1O.

Keputusan ini berlaku sejak tanSSal ditet^pk^n dan berlaku surut sejak

ian8gal l5 Januari 2010.

DitetaPkar di Jakada
Pada tan&g;al 2 Maret 2010

A MENTf,RI rERENCANAAN PIMBANGI.INAN NASIoNAL/ /r,
,16) *."o,, o,Lo,lr.t pmtNcANAAN TMBANGIJNAN NAstoN/L;'r

t

ARMIDA S. AIISJAHBANA

TI ll ke

1. Meflteri PPN/KePela BaPWnas;

2, DirekturJeflderalAns8aran, KementerianKeuangan;

3. DirekturJenderal Perbendaharaan,Kementerian Keuangan;

4. Insltktur Utama, Bappenas;

5. Kepala Biro Perencanaan, Organisasi, dan Tata Laksana, Bappenas;

6, Kepala Biro Hukum, BaPpenas;

7. Pejabat Pembuat Komitmen Deputi BidanS Politik, Hukum, Pertahanan, dan

Keamanan, Bappcnas;

8. YanS bersanSkutan.
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LAMPIRAN
KEruTUSAN MENTTRI PPN/

KEPALA BAPPENAS

NOMORXEP. 21 /M.YPN/HK./O3/ 2010

TANGGAI, 2 MARET 2O1O

Menteri Perencanaan PembanSuhan

NaJional/Kepala Bappenas.

Deputi Bidang Politik, Hukum, Pertahanan

drr Keaft aflan, Bappenas.

1. Kepala BPHN, Kementerian Hukum dan

HAM;

2. Deputi Sekretaris lkbinet Bidang Hukum,

Sekretariat Kabinet.

Direktur Analisa Peraturan PerundanSan-

Undan8an, Bappenas.

Drs. S. Purwa Malaysianto, M.Si.

I. Direktur Hukum dan HAM, Bappenas;

2. Kepala PuJat Data dan Informasi
Percncanaan PembanSunan, BaPPenas;

3. Direktur Publikasi, Kerjasama dan
PenSundanSan Peraturan PerundanS-

UndanSan, Kementerian Hukum dan

HAM;

4. Kepala Pusat Penelitian dan PenSkajian,

Mahkamah Konstitusi RI;

5. Drs. Eduard sudhaffla Pudji, Kepala

Bidang Data dan Sistem, Pusat Dat4,

tnformasi, Komunikasi dan
Telekomunikasi, Kementerian Dalam

NeSeri;

6. Hali Dwi Korianto, S.Kom, M.Si;

7. Litly Widayati, SH, MPA;

8. Mumtaz Soraya NaJution, SH, MH;

9. Yustina Handayani wijayanti, SH;

SUS1JNAN KEANGGOTAAN

TtM KOORDTNASI STRATEGIS PENGEMBANGAN STTJDI KELAYAKAN

,,4 ?1{,a,4ITPERATURAN PERTINDANG-TJNDANGAN

t].

TIM PINGARAH

Ketua

TIMfiKMS

Ketua

Seketaris

Anggota

10.'l-ali Lestari ..

wakil Ketua/PenanSSung Jawab :
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C. TENAGA PENDUKUNG

10. Tari l-Estari, SE, s.si;

I l. Kiki Meiriska Rachmayani, SIP.

:1. Mohamad Iksan Maolana, SHi

2. Sukatno;

3. Ichwan Suwandi;

4. fachruroji.
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